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BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN

Menimbang

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal
263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka telah ditetapkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018;



Mengingat

. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara  perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan
daerah dan adanya perubahan regulasi terkait dengan
pedoman penyusunan dokumen rencana pembangunan
daerah serta sehubungan dengan perubahan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan
serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah,
maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2018;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-1i -



10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
46);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021



Menetapkan

25.

26.

27.

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016
Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 136);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Klaten (Lembaran  Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016 Nomor 32);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 28) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

"Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2018, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2018 adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun

2018.
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2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut :
“Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

adalah:

a. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018; dan

b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Klaten Tahun Anggaran 2018.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:
“Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Klaten
menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun
Anggaran 2018 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Klaten.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 4
Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
a. Narasi Perubahan RKPD Tahun 2018, sebagaimana tersebut dalam
Lampiran I Peraturan ini; dan
b. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam

Lampiran II Peraturan ini.
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Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

_ Mengesahkan . Ditetapkan di Klaten
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN pada tanggal 18 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
u.b BUPATI KLATEN,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum ttd
Pembina Tk. |
NIP. 19600530 198901 1 001 SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 21
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